SAT

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
SERTA PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Menimbang;

Mengingat:

TERPILIH TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang mengatur
tentang Rekapitulasi Penghitungan suara, Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden Terpilih Tahun 2014

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir

dengan ...
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dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01
Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  TENTANG
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN SERTA PENETAPAN PASANGAN CALON
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum  Presiden dan Wakil Presiden,
selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Komisi ...
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Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah
lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional,

tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP
Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas

melaksanakan Pemilu di provinsi.

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP
Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang
bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK,
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama
lain.

Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS,
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama

lain/kelurahan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya
disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS
untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat

pemungutan suara.

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu,
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut
Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh
Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di provinsi.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya
disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang
dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut
Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh
Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lain.

13. Pengawas ...



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

(1)

-4

Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, selanjutnya disebut
PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu
Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan Umum di desa/kelurahan atau
nama lain.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya
disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon
peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah

memenuhi persyaratan.

Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS,

adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh
Pemilih di Tempat Penghitungan Suara dengan cara

mencoblos nomor urut, nama atau foto Pasangan Calon.

Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat
Suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh
Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak
sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara

rusak/keliru dicoblos.

Rekapitulasi  Penghitungan  Suara, adalah proses
pencatatan hasil perhitungan perolehan suara oleh PPS,
PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh
dan KPU.

Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan
pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas
dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk
memberikan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan
Calon.

Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden,
selanjutnya disebut Saksi adalah saksi pasangan calon
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang
mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon/tim
kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan
dan penghitungan suara di TPS.

Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

dilakukan ...
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dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

a.
b.
c.

d.

€.

desa/kelurahan atau nama lain;
kecamatan;

kabupaten/kota;

provinsi; dan

nasional.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a.

€.

PPS melakukan rekapitulasi pada tingkat
desa/kelurahan atau nama lain,

PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi
pada tingkat kabupaten/kota;

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi pada
tingkat provinsi; dan

KPU melakukan rekapitulasi pada tingkat nasional.

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan rekapitulasi

penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), terdiri atas formulir:

a.

Model D/DA/DB/DC/DD PPWP merupakan Berita
Acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara di
setiap tingkatan untuk Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2014;

Model D1/DA1/DB1/DC1/DD1 PPWP merupakan
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
Suara di setiap tingkatan dalam Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2014;

Model D2/DA2/DB2/DC2/DD2 PPWP merupakan
Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi
dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di setiap tingkatan dalam Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2014;

Model D3/DA3/DB3/DC3/DD3 PPWP merupakan
Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya dalam
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Model D4/DA4/DB4/DC4 PPWP merupakan Surat

Pengantar ...
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Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan
Suara dan Penghitungan Suara kepada tingkat di
atasnya,;

f. Model DS/DA5/DB5/DC5/DD4 PPWP merupakan
Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan
Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
Suara di setiap tingkatan dalam Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2014;

g. Model D6/DA6/DB6/DC6/DDS PPWP merupakan
Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di setiap tingkatan.

BAB II

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT
DESA/KELURAHAN ATAU NAMA LAINNYA

Bagian Pertama
Persiapan
Paragraf 1

Penyusunan Jadwal Rapat

Pasal 3

PPS melaksanakan rapat rekapitulasi penghitungan
suara setelah menerima kotak suara tersegel dari KPPS.

PPS menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah TPS
dalam wilayah kerja PPS.

Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimaksudkan agar rekapitulasi dapat dilaksanakan

sesuai dengan jadwal tahapan.

Pasal 4

Ketua PPS wajib menyampaikan surat undangan kepada
peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum

pelaksanaan rapat rekapitulasi.

Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. Saksi ...
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(1)

(2)

a.
b.

C.

Saksi;
PPL; dan
KPPS.

Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:

a.

b.

hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;

jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di TPS pada

wilayah kerja PPS;

setiap Saksi dari hanya dapat menjadi saksi untuk 1

(satu) Pasangan Calon; dan

Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon
atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat
kabupaten/kota.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 5

Ketua PPS melakukan pembagian tugas kepada Anggota
PPS, Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS.

Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a.

Ketua PPS memimpin rapat Rekapitulasi

Penghitungan Suara;

Anggota PPS, Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS

bertugas:

1. membacakan formulir Model C PPWP dan Model
C1 PPWP dan lampiran,;

2. mencatat hasil penghitungan Perolehan Suara;
dan

3. menyiapkan formulir Model D PPWP, Model D1
PPWP dan Model D1 PPWP Plano.

Paragraf 3 ...



Paragraf 3

Penyiapan Perlengkapan

Pasal 6

(1) PPS menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu)
hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi
Penghitungan Suara.

(2) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. ruang rapat;
b. formulir Berita Acara dan Sertifikat;

c. kotak suara tersegel yang berisi Surat Suara dan
dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di
TPS; dan

d. perlengkapan lainnya.

Pasal 7

PPS menyiapkan ruang rapat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan:
a. kapasitas peserta rapat; dan

b. penempatan kotak suara yang masih tersegel.

Pasal 8

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf
b terdiri atas:

a. Model D PPWP;

b. Model D1 PPWP;

c. Model D1 PPWP Plano;

d. Model D2 PPWP;

e. Model D3 PPWP;

f. Model D4 PPWP;

g. Model DS PPWP; dan
Model D6 PPWP.

Pasal 9 ...
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Pasal 9

Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. sampul kertas;

b. segel Pemilu sebanyak 5 (lima) lembar;
c. spidol, sebanyak 1 (satu) buah;

d. ballpoint, sebanyak 2 (dua) buah;

e. lem perekat, sebanyak 1(satu) buah;

f. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD
projector apabila ada; dan

g. daftar hadir peserta rapat.

Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digunakan untuk memuat formulir Model D PPWP dan
D1 PPWP.

Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel
pada:

a. sampul kertas yang memuat formulir Model D PPWP
dan D1 PPWP, sebanyak 4 (empat) buah;

b. lubang kunci/gembok salah satu kotak suara yang
berisi formulir Model D PPWP dan D1 PPWP, masing-
masing 1 (satu) lembar.

Pasal 10

Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (2) huruf d dari seluruh KPPS diterima oleh PPS
setelah pelaksanaan Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara.

PPS membuat Berita Acara penerimaan kotak suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan formulir Model D3 PPWP.

PPS wajib menyimpan kotak suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan
dapat dijamin keamanannya.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1

Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pasal 11

Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan dalam
rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai:
a. agenda rapat; dan

b. tata cara Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat
desa/kelurahan atau nama lainnya.

Pasal 12

PPS dibantu oleh KPPS yang ditunjuk melakukan
Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan langkah
sebagai berikut:

a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf C;

b. mengeluarkan sampul yang berisi formulir Model C
PPWP, C1 PPWP dan lampiran;

c. menempelkan formulir Model C1 PPWP Plano pada
papan rekapitulasi;

d. meneliti dan membaca dengan cermat penghitungan
suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model
C1 PPWP dan C1 PPWP Plano;

e. membacakan formulir Model C PPWP, C1 PPWP dan
lampiran; dan

f. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model
D PPWP, D1 PPWP dan D1 PPWP Plano.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1
(satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam wilayah
kerja desa/kelurahan atau nama lainnya; dan

Pasal 13 ...
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Pasal 13

(1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf d ditandatangani oleh Ketua PPS, semua Anggota
PPS dan Saksi yang hadir.

(2) Dalam hal Anggota PPS dan Saksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani,
formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup
ditandatangani oleh Anggota PPS dan Saksi yang
bersedia.

(3) PPS menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir
Model DAS PPWP kepada:

a. Saksi; dan

b. PPL.

Pasal 14

PPS mengumumkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di
tingkat desa/kelurahan atau nama lainnya di tempat yang
mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 15
(1) PPS wajib menyerahkan kepada PPK:

a. kotak suara yang berisi formulir Model D PPWP, D1
PPWP dan D1 PPWP Plano di PPS dalam keadaan
disegel; dan

b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari
seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir di
tingkat PPS dalam keadaan disegel.

(2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, mencakup:

a. Surat Suara sah;

b. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena
rusak dan/atau keliru dicoblos;

c. Surat Suara yang tidak sah;

d. Surat Suara yang tidak terpakai termasuk sisa Surat

Suara cadangan.

(3) Penyerahan ...
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Penyerahan Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicatat dalam formulir Model D4 PPWP dan tanda
terima Model DA3 PPWP.

Paragraf 2

Penyelesaian Keberatan

Pasal 16

Saksi/PPL dapat mengajukan keberatan terhadap
prosedur dan/atau selisih penghitungan suara kepada
PPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat keberatan Saksi/PPL, PPS wajib
menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih
penghitungan suara dengan formulir Model C1 PPWP
Plano.

Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/PPL
sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, PPS

mengadakan pembetulan saat itu juga.

Pembetulan hasil penghitungan suara dilakukan koreksi
dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan
angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua PPS dan
Saksi yang hadir.

Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPS masih
terdapat keberatan dari Saksi, PPS meminta pendapat
dan rekomendasi PPL yang hadir.

PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL.

PPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat
rekapitulasi pada formulir Model D2 PPWP.

PPS memberi kesempatan kepada Saksi, PPL dan
Pemantau untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi
Penghitungan Suara.

Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dapat berupa foto atau video.

BABIII ...
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BAB III

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

Bagian Pertama
Persiapan
Paragraf 1

Penyusunan Jadwal Rapat

Pasal 17

PPK melaksanakan rapat Rekapitulasi Penghitungan
Suara setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.

PPK menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah
desa atau nama lainnya/kelurahan dalam wilayah kerja
PPS.

Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimaksudkan agar Rekapitulasi Penghitungan Suara
dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

Pasal 18

Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada
peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum
pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara.

Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. Saksi;
b. Panwaslu Kecamatan; dan
c. PPS.

Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:

a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi

Penghitungan Suara;

b. tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Penghitungan

Suara;

c. jadwal acara pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan
Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;

d. setiap ...
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d. setiap Saksi dari Pasangan Calon hanya dapat

menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;

e. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon
atau tim Lkampanye Pasangan Calon tingkat

kabupaten/kota; dan

f. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan
menyerahkan surat undangan rapat Rekapitulasi
Penghitungan Suara.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 19

(1) Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota
PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS.

(2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi
Penghitungan Suara;

b. Anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS
bertugas:

1. membacakan formulir Model D PPWP dan Model
D1 PPWP;

2. mencatat hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara;
dan

3. menyiapkan formulir Model DA PPWP, Model DA1
PPWP dan Model DA1 Plano.

Paragraf 3

Penyiapan Perlengkapan

Pasal 20

(1) PPK menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu)
hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi

Penghitungan Suara.

(2) Perlengkapan ...
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(2) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
a. ruang rapat;
b. formulir Berita Acara dan sertifikat;

c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi
penghitungan suara di tinggat PPS; dan

d. perlengkapan lainnya.

Pasal 21

PPK menyiapkan ruang rapat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan:

a. kapasitas peserta rapat; dan

b. penempatan kotak suara yang masih tersegel.

Pasal 22

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
huruf b terdiri atas:

a. Model DA PPWP;

b. Model DA1 PPWP;

c. Model DA1 PPWP Plano;

d. Model DA2 PPWP;

e. Model DA3 PPWP;

f. Model DA4 PPWP;

g. Model DAS PPWP; dan
Model DA6 PPWP.

Pasal 23

(1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. sampul kertas;
b. segel Pemilu sebanyak 5 (lima) lembar;
c. spidol sebanyak 1 (satu) buah,;

d. ballpoint sebanyak 2 (dua) buah;

e.lem ...



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)
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e. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah,;

f. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD

projector apabila ada; dan
g. daftar hadir peserta rapat.

Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digunakan untuk memuat formulir Model DA PPWP dan
DA1 PPWP.

Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel
pada:

a. sampul kertas yang memuat formulir Model DA PPWP
dan DA1 PPWP, sebanyak 4 (empat) buah;

b. lubang kunci/gembok salah satu kotak suara yang
berisi formulir Model DA PPWP dan DAl PPWP,

masing-masing 1 (satu) lembar.

Pasal 24

Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada pasal
20 ayat (2) huruf d dari seluruh PPS diterima oleh PPK
setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS.

PPK membuat Berita Acara penerimaan kotak suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan formulir Model DA3 PPWP.

PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang memadai dan
dapat dijamin keamanannya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1

Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pasal 25

Rekapitulasi Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan

dalam ...
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(1)

(2)

(1)

(2)
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dalam rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
a. agenda rapat;

b. tata cara rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Pasal 26

PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk melakukan
rekapitulasi dengan langkah sebagai berikut:

a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d;

b. mengeluarkan sampul yang berisi formulir Model D
PPWP dan D1 PPWP;

c. menempelkan formulir Model D1 PPWP Plano pada
papan rekapitulasi;

d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas
perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam
formulir Model D PPWP, Model D1 PPWP dan Model
D1 PPWP Plano; dan

e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model
DA, DA1 PPWP Plano dan DA1 PPWP.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama
sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja
kecamatan.

Pasal 27

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
huruf d ditandatangani oleh Ketua PPK, semua Anggota
PPK, dan Saksi yang hadir.

Dalam hal Anggota PPK dan Saksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani
formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup
ditandatangani oleh Anggota PPK dan Saksi yang

bersedia.

(3) PPK ...



(3)
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PPK menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan menggunakan tanda terima formulir
Model DAS PPWP kepada:

a. Saksi; dan

b. Panwaslu Kecamatan.

Pasal 28

PPK mengumumkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di

tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh

masyarakat.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 29
PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota:

a. kotak suara yang berisi formulir Model DA PPWP, DA1
PPWP dan DA1 PPWP Plano alam keadaan disegel;

b. kotak suara yang berisi formulir Model D1 PPWP

dalam keadaan disegel; dan

c. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari
seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir di
tingkat PPS dalam keadaan disegel.

Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dicatat dalam formulir Model DA4 PPWP dan
formulir Model DB3 PPWP.

Paragraf 2

Penyelesaian Keberatan

Pasal 30

Saksi/Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan
keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih
penghitungan perolehan suara kepada PPK apabila
terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat keberatan  Saksi/Panwaslu
Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau
mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil

penghitungan ...
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penghitungan suara dalam formulir Model D1 PPWP
Plano.

Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwaslu
Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima,

PPK mengadakan pembetulan saat itu juga.

Pembetulan hasil penghitungan suara dilakukan koreksi
dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan
angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua PPK dan
Saksi yang hadir.

Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPK masih
terdapat keberatan dari Saksi, PPK meminta pendapat
dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir.

PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi.

PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat
rekapitulasi pada formulir Model DA2 PPWP.

PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu
Kecamatan, dan Pemantau untuk mendokumentasikan

hasil rekapitulasi.

Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dapat berupa foto atau video.

BAB IV

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI
KABUPATEN/KOTA

Bagian Pertama
Persiapan
Paragraf 1

Penyusunan Jadwal Rapat

Pasal 31

KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rapat
Rekapitulasi Penghitungan Suara setelah menerima
kotak suara tersegel dari PPK.

(2) KPU ...
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(3)

(1)

(2)

(3)

(1)
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KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal rapat
dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja
KPU /KIP Kabupaten/Kota.

Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimaksudkan agar rekapitulasi dapat dilaksanakan
sesuai dengan jadwal tahapan.

Pasal 32

Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan
surat undangan kepada peserta rapat paling lambat 1
(satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.

Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a. Saksi

b. Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
c. PPK.

Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:

a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;

c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di KPU/KIP
Kabupaten/Kota;

d. setiap Saksi dari Pasangan Calon hanya dapat
menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;

e. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon
atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat
Kabupaten/Kota; dan

f. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan

menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 33

KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok
kerja rekapitulasi penghitungan suara.

(2) Pembagian ...
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(2) Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur agar setiap anggota kelompok kerja
mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam
kelompok kerja.

Paragraf 3

Penyiapan Perlengkapan

Pasal 34

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan perlengkapan
paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat
rekapitulasi.

(2) Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

Cc. ruang rapat;
d. Formulir Berita Acara dan Sertifikat;

e. kotak suara tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi
penghitungan suara di tingkat PPK; dan

f. perlengkapan lainnya.

Pasal 35

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan ruang rapat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a
dengan mempertimbangkan:

a. kapasitas peserta rapat; dan

b. penempatan kotak suara yang masih tersegel.

Pasal 36

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)
huruf b terdiri atas:

a. Model DB PPWP;

b. Model DB1 PPWP;

c. Model DB2 PPWP;

d. Model DB3 PPWP;

e. Model DB4 PPWP;

f. Model DB5 PPWP; dan

g. Model ...
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g. Model DB6 PPWP.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 37

Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. sampul kertas;

b. segel Pemilu, sebanyak 4 (empat) lembar;
c. spidol sebanyak 1 (satu) buah;

d. ballpoint sebanyak 2 (dua) buah;

e. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah,;

f. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD
projector apabila ada;

g. daftar hadir peserta rapat.

Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digunakan untuk memuat formulir Model DB PPWP dan
DB1 PPWP.

Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, digunakan untuk menyegel pada Sampul kertas yang
memuat formulir Model DB PPWP dan DB1 PPWP.

Pasal 38

Kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (2) dari seluruh PPK diterima oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota setelah pelaksanaan rekapitulasi di
tingkat kecamatan.

KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat Berita Acara
penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan menggunakan formulir Model DB3 PPWP.

KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan. kotak suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang
memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1

Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pasal 39

Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan dalam
rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan penjelasan
mengenai:

a. agenda rapat;

b. tata cara rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 40

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi
dengan langkah sebagai berikut:

a. membuka kotak suara tersegel sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d;

b. mengeluarkan sampul yang berisi formulir Model DA
PPWP dan DA1 PPWP;

c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas
perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir
Model DA PPWP dan DA1 PPWP;

d. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model
DB PPWP dan DB1 PPWP.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama
sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja
kabupaten/kota.

Pasal 41

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)
huruf d, ditandatangani oleh semua Anggota KPU/KIP
Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir.

Dalam hal Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia

Bagian ...
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menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), cukup ditandatangani oleh Anggota KPU/KIP
Kabupaten/Kota dan Saksi yang bersedia.

KPU/KIP  Kabupaten/Kota  menyerahkan formulir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan tanda terima formulir Model DBS5 PPWP
kepada:

a. Saksi; dan
b. Panwaslu Kabupaten/Kota.

Penyerahan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dicatat dalam formulir
Model DB4 PPWP dan formulir Model DC3 PPWP.

Pasal 42

KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan Rekapitulasi

Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota di tempat

yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau website.

Pasal 43

KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan

mengamankan keutuhan:

a.

(1)

kotak suara yang berisi formulir Model DA1 PPWP dalam
keadaan disegel,;

kotak suara yang berisi formulir Model D1 PPWP dalam
keadaan disegel; dan

seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh
TPS di wilayah kerjanya dan formulir di tingkat PPS dalam
keadaan disegel.

Paragraf 2

Penyelesaian Keberatan

Pasal 44

Saksi/Panwaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan
keberatan terhadap prosedur dan/atau  selisih
penghitungan suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota
apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwaslu
Kabupaten/Kota, @KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib
menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih
penghitungan suara dengan formulir Model DA1 Plano.

Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat
diterima, KPU/KIP  Kabupaten/Kota mengadakan
pembetulan saat itu juga.

Pembetulan hasil penghitungan suara dilakukan koreksi
dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan
angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU
Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir.

Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU
Kabupaten/Kota masih terdapat keberatan dari Saksi,
KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat dan
rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota yang hadir.

KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti
rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota.

KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh
kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model
DB2 PPWP.

KPU/KIP Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada
Saksi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan pemantau untuk
mendokumentasikan hasil rekapitulasi.

Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dapat berupa foto atau video.

BAB V
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DI PROVINSI

Bagian Pertama
Persiapan
Paragraf 1

Penyusunan Jadwal Rapat

Pasal 45
KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan rapat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima
kotak suara tersegel dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) KPU ...
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KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun jadwal rapat dengan
membagi jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kerja
KPU Provinsi.

Penyusunan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimaksudkan agar rekapitulasi dapat dilaksanakan
sesuai dengan jadwal tahapan.

Pasal 46

Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menyampaikan surat
undangan kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu)
hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.

Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. Saksi;
b. Bawaslu Provinsi; dan
c. KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:

a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;

c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di KPU
Provinsi/KIP Aceh;

d. setiap Saksi hanya dapat menjadi saksi untuk 1
(satu) Pasangan Calon,;

e. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon
atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat Provinsi.

f. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan
menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 47

KPU Provinsi/KIP Aceh dapat membentuk kelompok kerja
rekapitulasi penghitungan suara.

(2) Pembagian ...
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Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur agar setiap anggota kelompok kerja
mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam
kelompok kerja.

Paragraf 3

Penyiapan Perlengkapan

Pasal 48

KPU Provinsi/KIP Aceh menyiapkan perlengkapan paling
lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat
rekapitulasi.

Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. ruang rapat;
b. Formulir Berita Acara dan Sertifikat;

c. sampul tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi
penghitungan suara di tingat kabupaten/kota; dan

d. perlengkapan lainnya.

Pasal 49

KPU Provinsi/KIP Aceh menyiapkan ruang rapat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dengan

mempertimbangkan kapasitas peserta rapat.

Pasal 50

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)

huruf b terdiri atas:

a.

b.

Model DC PPWP;
Model DC1 PPWP;
Model DC2 PPWP;
Model DC3 PPWP;
Model DC4 PPWP;
Model DC5 PPWP; dan
Model DC6 PPWP.

Pasal 51 ...
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Pasal 51

Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. sampul kertas;

b. segel Pemilu, sebanyak 4 (empat) lembar;
c. spidol sebanyak 1 (satu) buah;

d. ballpoint sebanyak 2 (dua) buah;

e. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;

f. alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD
projector apabila ada;

g. daftar hadir peserta rapat.

Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digunakan untuk memuat formulir Model DC PPWP dan
DC1 PPWP.

Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, digunakan untuk menyegel pada Sampul kertas yang
memuat formulir Model DC PPWP dan DC1 PPWP.

Pasal 52

Sampul tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (2) huruf c dari seluruh kabupaten/kota diterima
oleh KPU Provinsi/KIP Aceh setelah pelaksanaan
rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.

KPU Provinsi/KIP Aceh membuat Berita Acara
penerimaan Sampul tersegel sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model DC3
PPWP.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1

Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pasal 53

Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan dalam
rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).

(2) KPU ...
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KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan penjelasan
mengenai:

a. agenda rapat;

b. tata cara rekapitulasi di tingkat provinsi.

Pasal 54

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil dengan
langkah sebagai berikut:

a. membuka sampul tersegel sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c;

b. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas
perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir
Model DB1 PPWP;

c. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model
DC PPWP dan DC1 PPWP.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berurutan dimulai dari kabupaten/kota
pertama sampai dengan kabupaten/kota terakhir dalam
wilayah kerja provinsi.

Pasal 55

Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)
huruf c, ditandatangani oleh semua Anggota KPU
Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang hadir.

Dalam hal Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Saksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia
menandatangani, formulir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) cukup ditandatangani oleh Anggota KPU
Provinsi/KIP Aceh dan Saksi yang bersedia.

KPU Provinsi/KIP  Aceh  menyerahkan  formulir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan tanda terima formulir Model DC5 PPWP
kepada:

a. Saksi; dan
b. Bawaslu Provinsi.

Penyerahan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada KPU dicatat dalam formulir Model DC4 PPWP
dan tanda terima Model DD3 PPWP.

Pasal 56 ...
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Pasal 56

KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan  rekapitulasi
penghitungan suara di tingkat provinsi di tempat yang mudah
diakses oleh masyarakat dan/atau laman KPU Provinsi/KIP
Aceh.

Pasal 57

KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menyerahkan kepada KPU,
sampul yang berisi formulir Model DC PPWP dan DC1 PPWP
dalam keadaan disegel.

Paragraf 2

Penyelesaian Keberatan

Pasal 58

(1) Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan
keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih
penghitungan suara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh
apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu
Provinsi, KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjelaskan
prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara
dengan formulir Model DB1 PPWP.

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau
Bawaslu Provinsi sebagaimana pada ayat (1) dapat
diterima, @ KPU  Provinsi/KIP Aceh mengadakan
pembetulan saat itu juga.

(4) Pembetulan hasil penghitungan suara dilakukan koreksi
dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan
angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU
Provinsi dan Saksi yang hadir.

(5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU
Provinsi masih terdapat keberatan dari Saksi, KPU
Provinsi meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu
Provinsi yang hadir.

(6) KPU  Provinsi/KIP Aceh  wajib menindaklanjuti
rekomendasi Bawaslu Provinsi.

(7) KPU Provinsi/KIP Aceh wajib mencatat seluruh kejadian

dalam ...
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dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DC2
PPWP.

KPU Provinsi/KIP Aceh memberi kesempatan kepada
Saksi, Panwaslu Provinsi dan pemantau untuk
mendokumentasikan hasil rekapitulasi.

Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa foto atau video.

BAB VI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA SECARA NASIONAL

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Bagian Pertama
Persiapan
Paragraf 1

Penyusunan Jadwal Rapat

Pasal 59

KPU melaksanakan rapat Rekapitulasi Penghitungan
Suara setelah menerima Sampul tersegel dari KPU
Provinsi dan PPLN yang dihimpun oleh Pokja PLN.

KPU menyusun jadwal rapat rekapitulasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

Ketua KPU wajib menyampaikan surat undangan kepada
peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum
pelaksanaan rapat rekapitulasi.

Peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. Saksi;

Pasangan Calon/Partai Politik atau gabungan Partai
Politik pengusul; dan

c. Bawaslu.

Dalam Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus dicantumkan ketentuan sebagai berikut:

a. hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;

b. tempat ...
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b. tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;
c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di KPU;

d. setiap Saksi dari Pasangan Calon hanya dapat
menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;

e. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat
mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon
atau Tim Kampanye tingkat Pusat; dan

f. peserta rapat harus hadir tepat waktu dan
menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 61

KPU dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi
Penghitungan Suara.

Pembagian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur agar setiap anggota kelompok kerja
mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam
kelompok kerja.

Paragraf 3

Penyiapan Perlengkapan

Pasal 62

KPU menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu)
hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.

Perlengkapan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. ruang rapat;
b. Formulir Berita Acara dan Sertifikat;

c. sampul tersegel yang berisi dokumen rekapitulasi
penghitungan suara di tingkat Provinsi; dan

d. perlengkapan lainnya.

Pasal 63 ...
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Pasal 63

KPU menyiapkan ruang rapat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 62 ayat (2) huruf a dengan mempertimbangkan

kapasitas peserta rapat.

Pasal 64

Formulir Berita Acara dan Sertifikat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.

Model DD PPWP;
Model DD1 PPWP;
Model DD2 PPWP;
Model DD3 PPWP;
Model DD4 PPWP; dan
Model DD5 PPWP.

Pasal 65

Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62

ayat (2) huruf d terdiri atas:

a.

(1)

(2)

sampul kertas;

segel Pemilu sebanyak 4 (empat) lembar;
spidol sebanyak 1 (satu) buah;

pulpen sebanyak 2 (dua) buah;

lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;

alat tulis kantor, termasuk komputer dan LCD projector,
dan

daftar hadir peserta rapat.

Pasal 66

Sampul tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
ayat (2) huruf c diterima oleh KPU setelah pelaksanaan
rekapitulasi di KPU Provinsi.

KPU membuat Berita Acara penerimaan Sampul tersegel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan formulir Model DD3 PPWP.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1

Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pasal 67

Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan dalam
rapat pleno yang dihadiri oleh peserta rapat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).

Ketua KPU memberikan penjelasan mengenai:
a. agenda rapat;

b. tata cara rekapitulasi di tingkat nasional.

Pasal 68

KPU melakukan rekapitulasi dengan langkah sebagai
berikut:

a. membuka sampul tersegel sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat 2 huruf c;

b. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas suara
sah dan rincian perolehan tidak sah dalam formulir
Model DC1 PPWP;

c. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam Berita Acara dan
Sertifikat.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berurutan dimulai dari provinsi
pertama sampai dengan provinsi terakhir dalam wilayah
negara.

Pasal 69

KPU mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model
DD dan DD1 PPWP.

Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh semua Anggota KPU dan Saksi yang
hadir.

Dalam hal Anggota KPU dan Saksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menandatangani,
formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditandatangani ...
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ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi dan Saksi yang
bersedia.

KPU menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dengan menggunakan tanda terima formulir
Model DD4 kepada:

a. Saksi; dan

b. Bawaslu.

Pasal 70
KPU menetapkan rekapitulasi perhitungan suara.

KPU mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana pada
ayat (1) ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat
dan/atau website KPU.

Paragraf 2

Penyelesaian Keberatan

Pasal 71

Saksi/Bawaslu dapat mengajukan keberatan terhadap
prosedur dan/atau selisih penghitungan suara kepada
KPU apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Bawaslu, KPU wajib
menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih
perolehan suara dengan formulir Model DC1 PPWP dan
Lampiran.

Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Bawaslu
sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU
mengadakan pembetulan saat itu juga.

Pembetulan hasil penghitungan suara dilakukan koreksi
dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan
angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPU dan
Saksi yang hadir.

Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPU masih
terdapat keberatan dari Saksi, KPU meminta pendapat
dan rekomendasi Bawaslu yang hadir.

KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu.

KPU wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat

rekapitulasi ...
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rekapitulasi pada formulir Model DD2 PPWP.

KPU memberikan kesempatan kepada Saksi, Bawaslu
dan pemantau untuk mendokumentasikan hasil
rekapitulasi.

Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa video atau foto.

BAB VII

PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TERPILIH

Pasal 72

KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
dan mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden dalam sidang Pleno terbuka yang dihadiri oleh
Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik dan Bawaslu.

Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Keputusan KPU.

Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dan hari
pemungutan suara.

Pasal 73

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang
memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen)
dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen)
suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari %
(setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Dalam hal tidak ada Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang
memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih
kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua.

Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah
yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua
Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat
secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Putaran Kedua.

(4) Dalam ...
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Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah
yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau
lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan
berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang
lebih luas secara berjenjang.

Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan
jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu)
Pasangan Calon, penentuan  kedua  dilakukan
berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang
lebih luas secara berjenjang.

Perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah
Pasangan Calon yang unggul di provinsi dan
kabupaten/kota dengan  jumlah provinsi dan
kabupaten/kota yang lebih banyak.

Pasal 74

Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ditetapkan dalam
sidang Pleno dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam formulir Model
DD PPWP.

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan pada hari yang sama oleh KPU kepada:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b. Dewan Perwakilan Rakyat;

c. Dewan Perwakian Daerah;

d. Mahkamah Agung;

e. Mahkamah Konstitusi;

f. Presiden;

g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Pasangan Calon;

h. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

BAB VIII ...
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BAB VIII
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 75

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat
PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh
dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara

tertutup;

rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat
yang kurang terang atau yang kurang mendapat
penerangan cahaya;

rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan

suara yang kurang jelas;

rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan

tulisan yang kurang jelas;

Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, dan warga masyarakat tidak dapat
menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara

secara jelas;

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
dilakukan di tempat atau waktu yang telah ditentukan.

Pasal 76

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75, Saksi Pasangan Calon atau Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu
Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan
rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK,
KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi/KIP Aceh
yang bersangkutan.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dan selesai
pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

Pasal 77 ...
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Pasal 77

Dalam hal terjadi rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang
yang disebabkan oleh kerusuhan yang mengakibatkan
rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat
dilanjutkan, maka rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5
(lima) hari setelah tanggal dan hari pemungutan suara
berdasarkan keputusan PPK atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
atau KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 78

(1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS dengan
Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang
diterima oleh PPK, Saksi Pasangan Calon tingkat
Kecamatan dan Saksi tingkat Desa atau nama
lainnya/Kelurahan, Panwaslu Kecamatan, atau PPL, PPK
melakukan pembetulan data melalui pengecekan
dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di PPS yang bersangkutan.

(2) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada Sertifikat
rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari
PPK dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara yang diterima oleh KPU
Kabupaten/Kota, Saksi tingkat Kabupaten/Kota dan
Saksi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota,
atau Panwaslu Kecamatan, KPU/KIP Kabupaten/Kota
melakukan pembetulan data melalui pengecekan
dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara di PPK yang bersangkutan.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari
KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang diterima oleh
KPU Provinsi/KIP Aceh, Saksi tingkat Provinsi dan Saksi
tingkat Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan
pembetulan data melalui pengecekan dan/atau
rekapitulasi ulang data yang termuat pada Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
KPU/KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(4) Dalam ...
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(4) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari
KPU Provinsi/KIP Aceh dengan Sertifikat rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh
KPU, Saksi tingkat Pusat dan Saksi tingkat provinsi,
Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, maka KPU melakukan
pembetulan data melalui pengecekan dan/atau
rekapitulasi ulang data yang termuat pada Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di KPU
Provinsi/KIP Aceh yang bersangkutan.

Pasal 79

Selain keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75,
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tempat
Pemungutan Suara dapat dilakukan sebagai tindak lanjut
Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 80

Ketentuan mengenai Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama berlaku mutatis
mutandis untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran
kedua dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di
Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara
ulang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masa kerja PPS dan
PPK telah berakhir, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan
PPS dan PPK.

Pasal 82

Jenis Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 83 ...
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Pasal 83
Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
dapat dilengkapi dengan penggunaan Aplikasi Sistem
Informasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan
Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan,
Kabupaten/Kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dan
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden Terpilih Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.
Pasal 85
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundang peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 500

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

Nur Syarifah
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18.

D6 PPWP

DA PPWP

DA1 PPWP

DA1 PPWP PLANO

DA2 PPWP

DA3 PPWP

DA4 PPWP

DAS5 PPWP

DA6 PPWP

DB PPWP

DB1 PPWP

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

UNDANGAN  RAPAT REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
TINGKAT DESA/KELURAHAN
BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KECAMATAN UNTUK PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI
SETIAP DESA/KELURAHAN DI TINGKAT
KECAMATAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN
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CATATAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN
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PLANO

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL
REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DARI PPS
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN BERITA
ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN BERITA ACARA
DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN
RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

UNDANGAN  RAPAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
TINGKAT KECAMATAN

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA UNTUK PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI
SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

DB2 PPWP

DB3 PPWP

DB4 PPWP

DB5 PPWP

DB6 PPWP

DC PPWP

DC1 PPWP

DC2 PPWP

DC3 PPWP

DC4 PPWP

KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL
REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DARI KECAMATAN DALAM PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN BERITA
ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN BERITA ACARA
DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN
RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

UNDANGAN  RAPAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
PROVINSI UNTUK PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI
SETIAP KABUPATEN/KOTA DI TINGKAT
PROVINSI DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL
REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA

DARI KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN BERITA
ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

DCS5 PPWP

DC6 PPWP

DD PPWP

DD1 PPWP

DD2 PPWP

DD3 PPWP

DD4 PPWP

DD5 PPWP

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN BERITA ACARA
DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN
RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

UNDANGAN RAPAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
PROVINSI

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
NASIONAL UNTUK PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI
SETIAP PROVINSI DI TINGKAT NASIONAL DALAM
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN
2014

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU
KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL
DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL
REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA

DARI PROVINSI DALAM PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN BERITA ACARA
DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN
RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

UNDANGAN RAPAT REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
NASIONAL



(ueSuey epue]) (ueSuey epue]) (ueSuey epue]) (ueSuey epue])
Isy[es BweN ‘| 1Ses BWeN g 1ses eweN ‘7 1s3es ewey ‘T
NAQISTAd TIHVM NVA NAAISTEd NOTVD NVINVSVd ISHVS NVONV.L VANV.L NVd VIWVN
€ 4 T
Sdd NVONV.L VANV.L/VWVN
T
ud (p+€+2+1) Uiid 3{eH eund8uad ynanjas yejwn| g
N
I Jodsed neje
ud uref seynuapi neje 413 eundfuad/(qr)da)
1 ueyequIe], SNSNUY YI[Iwad p
T
ud (1da) snsnuy
yrjrwag Jeyeq wepep yijid yey eundduad ‘g
a1
TIN[
ud ute[ Sd.L
Lrep yiwad/(qLda) werep yipd sy euns8uad -z
A1
T
¥d 1d@ werep yipid siey eungguag T
A1
HI'TId XVH YNNOONHAd
TINf
ud (p+e+2+1) yiiwad yejun( g
AT
Tl Jodsed neje
dd ure[ seynuapl neje 4 1y eund8uad/(qIdd)
ueyeqUIEL SNSNYY YI[IWRd
A1
TIf
ua C1da)
SNSNYY| Yiiwa Jeleq We[ep 1elepa) yiiuad g
AT
T
d (qLd@) veyequrey,
Yi[iwad Jeyeq wefep feyepaa, yijiwad yejun| -z
A1
TI[
ua (Lda) desa,
yijiwad JTeyeq wepep Jeyepaa) yiiwead yepwn
AT
HITINAd VLVA
61 €1 6 B 7 9 S ¥ | Z
NVHVANId :
HYTWO( SdL | sdL | sdL | SdL | sdL | sdL SdL | sdL | sdL | sdL | sdL HITIdVH NVVNSONID NVA HITING vViva
VAVNS NVHATOd3d NVIONIY NVIVIN
: ISNIAOYd
: G+ VLOM/NALYdNEVH
: NYLVINVIIN
(+ NVHVENTEN/VSIA

dMdd TD [PPOW uesidweT uep dMdd 10 [PPOI AI[NULI0] UBNIESEPIaq ISHP
102 NOHV.L NIAISTdd TIMVM NVA NIAISTYd NTINEd WYTVA NVHVENTIN/VSAd LYMNONILL Id
Sd.L dVILIS VA VYVNS NVHITOYdd NVONNLIHINAd NVIDONIY NVd TISVH ISYINLIdVIAY LVIIILLYAS

T uewejey

dMdd Td 13a0n




(ueSuey epue]) (ueSuey epue) (ueSuey epue) (ueSue) epue])
Is)es eweN ‘| Isyes eweN ‘g 1s3es eweN ‘7 1s3es ewey ‘T
NAQISTId TINVM NVA NAAISTEd NOTVD NVINVSVd ISHVS NVONV.L VANV.L NVA VIWVN
€ 4 T
Sdd NVONV.L VANV.L/VWVN
TINL
ud (p+€+2+1) Yilid 3ey eund3uad ynunpes yequn(-g
AT
il Jodsed neje
ud ure[ seyuapl neje 41y eundsuad/(qiyda)
1 ueyequie, snsnyy| Yi[iwad
T
¥ (1da) snsnuy
yrjrwag Jeyeq wepep yijid yey eundduad ‘g
AT
TINf
ud ute[ Sd.L
Lrep yipwad/(qLda) werep yipd siey euns8uad -z
AT
T
dd Lda werep yijid ey eung3uaq 1
a1
HITId XVH VNNOONAd| "4
TIN[
ud (p+e+2+1) yiiwad yejun( g
AT
Tl Jodsed neje
ud ure| sexnuapt neje 41y eunds8uad/(qrydqd)
ueyequUIE SNSNYY YI[IWRd
N1
TIN[
¥ G1da)
SnSNYY| YIIWaJ Teye Welep JeyepIa) Yiiwad °g
A1
T
ua (qLd@) veyequrey,
y[iwag Teyjeq wefep JeyepIa, yijiwad yepwn(
A1
TI[
aa (Lda) desa,
YIIwag Jeyjeq wrefep Jeyep.s) yirwed yewn| T
AT
HITINAd VLlva| 'V
61 ¥ € | [ T
NVHVANId NVHVANId E
HVIWO( HVTIWO( HITId XVH NVVNNOYNAd NVA HITINAd VLVd 1
VAVNS NVHATOddd NVIONIY NVIVIN ‘ON
ISNIAOYd
&s&ﬂmﬂmﬁu_ (+ VLOM/NALVANEVI
NVLVIVIIN

(x NVHVENTIN/VSEA




(ueSuey epue]) (ueSuey epue) (ueSuey epue) (ueSue) epue])
Is)es eweN ‘| Isyes eweN ‘g 1s3es eweN ‘7 1ses eweN ‘T
NAQISTId TINVM NVA NAAISTEd NOTVD NVINVSVd ISHVS NVONV.L VANV.L NVA VIWVN
€ 4 T
Sdd NVONV.L VANV.L/VWVN
TINL
ud (p+€+2+1) Ui e euns8uad ynunges yejun| g
AT
il Jodsed neje
ud ure[ seyuapl neje 41y eundsuad/(qryda)
1 ueyequie], snsnuyy| Yi[iwad
T
¥ (1da) snsnyy
Yjrwag Jeyeq wepep yijid yey eundduad ‘g
AT
TINf
ud utef Sd.L
Lrep yipwad/(qLda) weep yipid siey eun88uad -z
AT
T
dd Lda werep yijid ey eung3uaq ‘1
a1
HITId XVH VNNOONAd| "4
TIN[
ud (p+e+2+1) yiiwad yejun( g
AT
Tl Jodsed neje
ud ure| sexnuapt neye 41y eundsuad/(qrdqd)
ueyeqUIEL SNSNYY YI[IWRd
N1
TIN[
¥ C1da)
SnSNYY| YI[IWAJ Teyeq Wefep JeyepIa) Yiiwad °g
A1
T
ua (qLd@) veyequrey,
y[iwag Teyjeq wefep JeyepIa, yijiwad yepwn(
A1
TI[
aa (Lda) desa,
YIIwag Jeyjeq wefep Jeyep.s) yirwed yepwn| T
AT
HITINAd VLlva| 'V
61 A3 9T ST T 6 8 L 9 S 2 B | z T
NVHVANId .
YIHAY HYTINL SdlL SdL SdlL SdL SdlL SdL SdlL SdL SdlL HYIWO( HITId MVH NVVNNYYNAd NVA HITINAd VLVd 1
VAVNS NVHATOddd NVIONIY NVIVIN ‘ON
— ISNIAOYd
&s&ﬂE ._un"oﬂ_)_ (+ VLOM/NALVANEYA
NVLVIVIIN

(x NVHVENTIN/VSEA




(ueSuey epue])

(ueSuey epue])

(ueSuey epue])

(ueSuey epue])

ISYes BWEN

ISYes BWEN 'S

ISY{es BWeN 7!

ISyes eweN ‘T

NAQISAAd T

DIVM NVA NIAISTdd NOTVD NVONVSVd ISHVS NVONV.L VANV.L NVA VIWVN

€

4

Sdd NVONV.L VANV.L/VINYN

UeS YepLL, Uep yes etens yejun(| €
yes yepyy, eieng yeum(| g
yes ereng yejunf| T
8T T 9T ST vT €1 [ [ 3 8 L 9 S 2 B z T
NVHVANId HVSJVALL NVd HVS VYVNS VLVA il
HVTWN( SdL SdL SdL SdL SdL SdL SdL SdL SdL SdL SdL SdL SdL SdL
NVIDNIY NVIVIN ‘ON
uexeungip Sue4 exens jeans yejun(| 4
1eyeda) yepn Sued erens jeans yejwnf| €
$0[q0d NIy Neje/uep
Jesna eua.dey yijiwad Yya[o uesi[equIayIp eIens Jeans yejun| 14
(rrer2)|
9 ueSueped ynseulia) ewiIp Sued erens jeans yejwn|
81 T 91 ST vT €1 [ [ 6 8 a 9 S 2 B z T
NVHVANId F
HYIWO( SdL | sdL | sdL | SdL | sdL | sdi SdL | sdL | sdL | sdL | sdL | sdL | sdi VAVOS LVANS NYYNNOONE VIvd 1
NVIONIY NVIVIN ‘ON
T uewejey ISNIAOYd
dMdd Ta T300N (+ VLOM/NALVANAYI
NV.LVIAVIIN

( NVHVENTEN/VSAa




(ueduey epueg)

(ueSuey epue])

(ueduey epueg)

(ueSuey epue])

(1s3yes ewreN) ¥

(1sxfes ewren) °g

(1s3yes ewte) 7

(1s3yes ewre) '

NAAISTAd TIIVM NVA NIAISTdd NO'TVD NVONVSVd ISHVS NVONV.L VANV.L NVA VIWVN
m_ 4 T
Sdd NVONV.L VANV.L/VINYN
S epLL, Uep yes erens yejunff €
es Yepi, exeng yejunf|
yes ereng yequn(| T
81 9 2 € z T
NVHVANId NVHVANI HVS)VALL NVd HVS VHVNS VLVA il
HYTIWA( SdlL HVTANI
NVIONIY NVIVIN ‘ON
ueyeunSip Suef erens jeans yequmn(| 4
1exedaa) yepn Sued etens jeans yejwn(| €
S0[q02 NII[AY Neje/uep
s[esnu euaey| yijiwad Ya[o UesI[EqULNIp Iens Jelns yejun| ¢
(re+2)|
97 ueSueped ynsewlia) BWLIRp Sue4 erens jeins yejwn|
81 € z T
NVHVANId NVHVANId o
HVINOf Py VEVNS LVINS NVVNNIONId VLV 1
NVIONIY NVIVIN ‘ON
[ ISNIAOYd
dMdd T 1300W : (+ VLOY/NALVANEYI
NVLVINVOIN

( NVHVYNTN/VSAd




(ueduey epueg)

(ueSuey epue])

(ueduey epueg)

(ueSuey epue])

(1s3yes ewreN) ¥

(1sxfes ewren) °g

(1s3yes ewre) -z

(1s3yes ewre) '

NAJISTId TIVM NVA NIAISTdd NOTVI NVINVSV ISHVS NVONV.L VANV.L NVA VINVN

I

4

Sdd NVONV.L VANV.L/VINYN

YES Y[EPLL UEp YES Eleng yejun(| €
yes y{epy, eleng yejun(| Z
yes eaeng yejunf| T
8T LT 91 ST YT £T [ 01 6 8 L 9 S ¥ € z T
- NVHVANId .
MAVHVINAL | o0 | qqp | sqr | sar | sar | sdr SdL | SdL | sdL | sdL | sdL | sdL | sdL HVTWA HYSAVALL NVAHVS VIVAS VLVd u
NVIONIY NVIVHN ‘ON
ueyeunSip Suef erens jeans yequmn(| 4
1exedaa) yepn Sued etens jeans yejwn(| €
$0[q02 NIY neje/uep
yesna eua.dey yirwad Yajo uesijequiayIp eens jeans yejun| 4
(p+e+2) 1
97 ueSueped ynsew.ia) BWLIRp Sue4 erens jeins yejwn|
81 LT 91 ST PT £T 43 6 8 L 9 S ¥ € z T
NVHVANId a
MAVHVINOL | opp | gy | sap | sar | sar | sdr SdL | SdL | sdL | sdL | sdL HVIWOI VAVAS LVINS NVYNNOONAd vIvd n
NVIONIY NVIVHN ‘'ON
T — ISNIAOYd
dMdd Ta 13dOW (+ V.LOM/NALVANAYN
NV.LVIWVDEN

( NVHVYNTN/VSAd




(ueSuey epue]) (ueSuey epue]) (ueSuey epue]) (ueSue) epue])
(1s>yes ewren) 5 (1s3fes eweN) ' (1syes eweN) 'z (1ses eweN) ‘T
NAQISTUd TIVM NVA NIAISTId NOTVI NVINVSV ISMVS NVINV.L VANV.L NVA VIANVN
€ z 1
Sdd NVONV.L VANV.L/VIWNVN
uore) ueSueseq yes eqens yepwnf
v
€
z
1
8T LT 91 ST il £T [ 01 6 8 L 9 S ¥ € z T
NVHVaNId p— o— p— e — - - - .
HVIWNI SdL | sdL | sdL | sdL | sdL | sdL SdL | SdL | sdL | sdL | sdL | sdL | sdL VHVNS NVHIT043d HVTWA( NVIONI Al
NIAISTId )
NVIONIS TDIVM NV NIAISTdd NOTVD NVONVSV VIWVN ON
pr— ) , ISNIAOYd
4Mdd TQ TIIOW +« VLOM/NALYdNAVI
NVLVINVDEN

( NVHVYNTN/VSAd




(ueSuey epue) (ueSuey epue]) (ueSue) epue) (ueSuey epue])
(1s3jes eweN) (1s3yes ewey) g (1s3yes ewey) 7 (1s3yes ewe) '
NAQISAAd TINVM NVA NIAISTdd NOTVI NVONVSVd ISHVS NVONV.L VANV.L NVd VIWVN
€ [4 1
Sdd NVONV.L VANV.L/VWVN
uo[e) ueduesed yes ereng yepun|
14
€
z
T
8T 8 L 9 S 2 € z T
Nt N VAVNS NVHITONEd HVTWN( NVIDNRI Al
NIaIsIdd .
NVIONIS TIMVM NVA N3AISTdd NOTVI NVONVSVd VIWYN ON
FE—— ISNIAOYd
4Mdd 10 1300 (+ VLOM/NALYdNAVI
NV.LVIVIIT

( NVHVYNTN/VSAd




(ueSuey epue]) (ueSuey epue]) (ueSue) epue]) (ueSuey epue])
(1s3jes eweN) (1s3yes ewey) g (1s3yes ewey) 7 (1s3yes ewe)
NAAISAAd TINVM NVA NIAISTdd NOTVI NVONVSVd ISHVS NVONV.L VANV.L NVA VINVN
€ [4 1
Sdd NVONV.L VANV.L/VWVN
uo[e) ueSuesed yes ereng yepun|
14
€
z
T
8T A 9T ST VT €T [ [ 6 8 L 9 S 2 € z T
W— B— W— Bo— - NVHVANIG -
WMV RVINOL | oy | gyp | gar | san | san | sax SdL | sdL | sdL | sdL | saL | sdi HVINNL VEVOS NVHA1043d HVINAINVIONIY Al
NIaIsIdd .
NVIONIY TDIVM NVA N3AISTdd NO'TVD NVINVSVd VIWYN ON
B——— } y ISNIAOYd
dMdd Td 130N + VLOM/NALVdNAVI
NVLVINVOII

( NVHVYNTN/VSAd




(ue3uey epue]) (ueSuey epue]) (ueSuey epue]) (ueSuey epue])

(1s3yes eweN) y (1s3jes eweN) 'g (1s3yes eweN) ' (1s3yes eweN) T

NAAISTYd TIMVM NVA NIAISTHd NO'TVI NVINVSVd ISIVS NVIONV.L VANV.L NVd VINVN

€ 4 T

Sdd NVONV.L VANV.L/VINVN

yes YepLL erens yequn(

uore) ueSuesed yes erens yeun|

z<=<azr_............................................................ .................... ..................................................
HVTIWO( SdL | sdL | sdL | sdL | sdL | sdL | sdL | sdr | sdr | sdL | sdL | sdL | sdL | sdL SdL VVNS NVHITO¥d HVTANI NVIONIY

NVIONIH NAQISTHd TNVM NVA NAQISTdd NOTY) NVONVSY VINYN

ISNIAOYd

(+ VLOM/NALVANGV

NVLVIVID

: (« NVHVYNTAN/VSIA

ONV1d dMdd 10 [PPOI UBIIdWET UEp dMdd 1D [PPOI JI[NULIO UES{IESEP.aq ISP
T uewejey

$T0Z NNHV.L NAAISTYd TIVM NVA NIAISTEd NTINAd WVTVYA NVHVINTIN/VSIA LYMONILL Ia
Sd.L dVILAS VA VHVNS NVHATOHdd NVONNLIHONAd TISVH NV.LV.LV)

dMdd Td 13a0NW




(ue3uey epue]) (ueSuey epue]) (ueSuey epue]) (ue3uey epue])

(1s3yes eweN) (1s>yes ewreN) ¢ (1s3yes eweN) z (1sstes ewreN) T

NAAISTYd TIMVM NVA NIAISTHd NO'TVI NVINVSVd ISIVS NVIONV.L VANV.L NVd VINVN

€ 4 T
Sdd NVONV.L VAONV.L/VINYN

yes yepi exens yepun(

uore) ueSuesed yes erens yejun|

81 LT 91 ST (41 €T T T 0T 6 8 L 9 S 14 € Z
NP [— e — R — RS R —— p— o o o o T o T o o P
HVTIA( sdL SdL SdlL sdlL SdL SdlL sdlL sdlL SdlL sdlL SdL SdL sdlL SdL HYIWO VIVNS NVHITONHd HVTWNI NVIONIY
NVIONIY NEAISTYd THIVM NVA NIAISTYd NOTVD NVONVSYd VIWVN
onvia : ISNIAOYUd
N:NEN_NI R R RN R R RN R e H* <r—uov—\zm-—5<m:m§
dMdd Ta 1300 NV.LVNVOIA

(« NVHVYNTII/VSIA




(ue3uey epue]) (ueSuey epue]) (ueSuey epue]) (ue3uey epue])

(1s3yes eweN) (1s>yes ewreN) ¢ (1s3yes eweN) z (1sstes ewreN) T

NAAISTHd TIMVM NVA NIAISTHd NO'TVD NVINVSVd ISIVS NVIONV.L VANV.L NVd VINVN

€ 4 T
Sdd NVINV.L VAONV.L/VINYN

yes yepi exens yepun(

uore) ueSuesed yes eqens yeun|

8T LT 91 ST j41 €T T T 0T 6 8 L 9 S i4 € 4
NVHVANID | e | e | e | e | e | e RS T R S OS RS IR R R
HVIANI SdlL SdL SdlL SdlL SdL SdlL SdlL SdL SdlL SdlL SdL SdlL SdlL SdL HYTWA( VHVNS NVHITO¥Ad HVTWNI NVIONIY
NVIDNIY NAAISTdd TIVM NVd NIAISTId NOTVD NVINVSVd VINVN
ONV1d ettt et e e e e e £ s et et e e 1sNIAOHd
€ uewejeHy : (x VLOM/NALVdNAV
dMdd Td 1300 b " NV.LVIAVOIA

(« NVHVYNTII/VSIA




MODEL D2

PPWP
CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN DALAM PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
Desa/Kelurahan *) P PO P TP PPPPPPTTRt
Kecamatan D Kabupaten/Kota *) ..........c.coeenenee
Provinsi PP PP PPPPPRTPPRRt
Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **) :
.............................. s eeeeens e 2014
SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,

KETUA

*) Coret yang tidak perlu

**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model D2 PPWP ditandatangani oleh Ketua PPS,
sedangkan apabila terdapat keberatan saksi, Model D2 ditandatangani bersama oleh
Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Ketua PPS pada saat dilakukan
rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan.



MODEL D3
PPWP

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI KPPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

Pada hari ini ................. tanggal ...l bulan ......... tahun dua ribu
empat belas, Panitia Pemungutan Suara menerima alat kelengkapan TPS dan
dokumen Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari:

TPS : Nomor .....ccoceevenenienns Desa/Kel *)...ccooiiiiiiiiiiiinininn,
Kecamatan e
Kabupaten/Kota *) T e e ettt e e ae e
Provinsi PP PP P P PPPRPRN
yaitu berupa :

A. 1 Model C PPWP
Model C1 PPWP
Lampiran Model C1 PPWP
2  Model C1 PPWP Plano
3 Model C2 PPWP
4  Model C3 PPWP
5  Model C5 PPWP
6
7
8

Model C6 PPWP
Model C7 PPWP
Model A.3 PPWP
9 Model A-4 PPWP
10 Model A-5 PPWP
11 Model A PPWP
12 Model A.K PPWP
B. Surat Suara yang digunakan, surat suara rusak dan/atau salah coblos dan sisa
surat suara.

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan
B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Yang Menyerahkan Yang Menerima
KELOMPOK PENYELENGGARA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN.........cccccevunenne
(TPS Nomor .............. )
Cap
PPS
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
Catatan :

*) Coret yang tidak perlu



MODEL D4

PPWP
SURAT PENGANTAR
Perihal : Penyampaian Berita Acara Kepada :
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Desa/ Yth. Ketua PPK.....ccccceeeeeeen
Kelurahan
........................................... di -

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di:
Desa/Kelurahan?) PP PP UPPPPPTPOt
Kecamatan D e e
Kabupaten /Kota*) PP PPR

Provinsi L e

Jenis dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara oleh PPS , terdiri dari :

A. | 1 [ Model D

Model D1 PPWP

2 | Model D1 PPWP Plano

3 | Model D2 PPWP

4 | Model D6 PPWP

B. | Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B
berada di dalam kotak suara yang tersegel.

.................... s ereerenenenenenennenenen. 2014
YANG MENYERAHKAN, YANG MENERIMA,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DESA/KELURAHAN . ..ottt ettt et e e
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
Catatan :

a. Satu Rangkap untuk PPS.
b. Satu Rangkap untuk PPK.



TANDA TERIMA

MODEL D5
PPWP

PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT DESA/KELURAHAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN

DESA / KELURAHANY¥)

WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*¥)
PROVINSI
Saksi dari Pasangan Calon
No Nama Presiden dan Wakil Tanda tangan

Presiden/PPL

Nama Pasangan Calon

P Presiden dan Wakil Presiden | Lo
2 Nama Pasangan Calon 2

P P Presiden dan Wakil Presiden | e
3 Nama Pasangan Calon

Sl Presiden dan Wakil Presiden | o
4 Nama Pasangan Calon 4

Sl Presiden dan Wakil Presiden | e
S. | PPL [ S

........................ s eeeeenen. 2014

Yang Menyerahkan
Ketua PPS Desa/Kelurahan .................




MODEL D6

PPWP
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
N N Telp. ceeeerenincnnnnnns
Kepada Yth.
Nomor : 1. Ketua KPPS
Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Di Wilayah Desa/Kelurahan *)

Hasil Penghitungan Perolehan ..o,

Suara di Tingkat Desa/Kelurahan. 2. SaksiPasangan Calon Presidendan
Wakil Presiden ..........cocovviiiiiiiinnnn,
3. PengawasPemilu Lapangan
Desa/Kelurahan............c.c.ooeeienie.
di

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan ............cccocevviininnn.

Kecamatan .......c.ccoeviiiniin. Kabupaten/Kota*) .....ccceviiiiiiiiinennnn...
mengundang Saudara untuk hadir pada Rapat Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014 di tingkat desa/kelurahan yang akan dilaksanakan pada:

Hari Ot
Pukul L s
Tanggal e

Tempat/Alamat : ...

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

b.

Setiap saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat
menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;

Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta
surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Tim
Kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat kecamatan kepada petugas
PPS.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA

Tembusan :

Ketua PPK Kecamatan ..........occeevevinniennnnnn.

*) Coret yang tidak perlu



MODEL DA
PPWP

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TAHUN 2014
Pada hari ini ......c.c.coeneee. tanggal ......c.coeeeenil. bulan .........c.oeeall tahun dua ribu empat
belas, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan .........c...ccooeviieiiiiiinninnenn.en. mengadakan

kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di:

Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden disaksikan oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan menyelesaikan rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan
data-data dalam formulir Model D1 PPWP dari seluruh Desa/Kelurahan dalam Kecamatan

................................................. dan dituangkan dalam formulir Model DA1 PPWP dan DAl
PPWP Plano.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK di
tingkat Kecamatan ..........c..coocoviiviiiiiiiiiiiiiiiinieennne. , ada/tidak ada*) kejadian khusus

dan/atau keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua PPK
setelah musyawarah dengan anggota PPK.
3. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu **):

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ....... ((eeneneemee e ) rangkap yang masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta saksi dari Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden yang hadir.



MODEL DA
PPWP
Halaman 2

Berita Acara ini dilampiri dengan :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap
Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014 (Model DA1 PPWP).

2. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2014 (Model DA2 PPWP).

3. Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari PPS dalam Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DA3 PPWP).

4. Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2014 (Model DAS PPWP).

5. Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan
(Model DA6 PPWP).

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut:

1. ASLI Model DA PPWP dan seluruh lampirannya disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota
sebanyak 1 (satu) rangkap;

2. SALINAN Model DA PPWP dan Model DA1 PPWP, disampaikan kepada saksi dari Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 1 (satu) rangkap;

3. SALINAN Model DA PPWP dan Model DA1 PPWP disampaikan kepada Panitia Pengawas
Pemilu Kecamatan sebanyak 1 (satu) rangkap.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.
**) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

................................................. Anggota  ..icciiiii
................................................. Anggota  ....coociiiiiii
................................................. ANggota  ...iciiiiiiii

................................................. Anggota ...,

SAKSI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Saksi dari Pasangan Calon
No Nama A - . Tanda tangan
Presiden dan Wakil Presiden

1. Nama Pasangan Calon Presiden dan

..................... Wakil Presiden Lo,
2. Nama Pasangan Calon Presiden dan

..................... Wakil Presiden e,
3. Nama Pasangan Calon Presiden dan

..................... Wakil Presiden S
4. Nama Pasangan Calon Presiden dan

..................... Wakil Presiden Ao,
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MODEL DA-2
PPWP

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Kecamatan L et et e et eeeeeeeae et araaaaaas
Kabupaten/Kota *) N
Provinsi PPN

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **) :

.............................. ) e 2014
SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KETUA

*) Coret yang tidak perlu
**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DA2 PPWP ditandatangani oleh Ketua
PPK, sedangkan apabila terdapat keberatan saksi, Model DA2 PPWP ditandatangani

bersama oleh Saksi dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat
Kecamatan.



MODEL DA-3
PPWP

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA
DARI PPS DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

Pada hari ini ................. tanggal ...l bulan ......... tahun dua ribu
empat belas, Panitia Pemilihan Kecamatan menerima alat kelengkapan TPS
dan dokumen Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari :
Desa/Kelurahan *) L e e et e et et e e eens
Kecamatan e e
Kabupaten/Kota *) PO P PPt
Provinsi PP P PPN

yaitu berupa :

A. | 1 | Model D PPWP

Model D1 PPWP

Model D1 PPWP Plano

Model D2 PPWP

Model D3 PPWP

Model D6 PPWP

2
3
4
5 | Model D5 PPWP
6
Al

at kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan
B berada di dalam kotak suara yang tersegel.

Yang Menyerahkan Yang Menerima
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(Desa/Kelurahan *) .....ccccceeeernnnnne ) (Kecamatan .....cccceeeevevennincnnninnacnceennes )
Cap
PPK
(NAMA LENGKAP) (NAMA LENGKAP)
Catatan :

*) Coret yang tidak perlu



MODEL DA-4
PPWP

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian  Berita Acara Kepada :
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Yth. Ketua PPK .....ccccceeeeeeeee
Kecamatan
—- di -

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :
Kecamatan PPN

Kabupaten/Kota *) e Provinsi @ ..coooiiiiiiiiii

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
oleh PPK, terdiri dari :

A. | 1 | Model DA PPWP

Model DA1 PPWP

Model DA1 PPWP Plano

Model DA2 PPWP

Model DA3 PPWP

Model DAS PPWP

Model DA6 PPWP

B. | Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS.

o U~ WIN

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B
berada di dalam kotak suara yang tersegel.

YANG MENYERAHKAN,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

(NAMA LENGKAP)

*) Coret yang tidak perlu

Catatan :
a. Satu Rangkap untuk PPK

b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota.

YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN/KOTA *)

(NAMA LENGKAP)



MODEL DA-5
PPWP

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA ¥)
PROVINSI
Saksi dari Pasangan Calon
No Nama Presiden dan Wakil Tanda tangan
Presiden/Panwaslucam
1 Nama Pasangan Calon 1
T TN Presiden dan Wakil Presiden | Lo
2 Nama Pasangan Calon 9
R N Presiden dan Wakil Presiden | 2
3 Nama Pasangan Calon 3
T N Presiden dan Wakil Presiden | S
4 Nama Pasangan Calon 4
T N Presiden dan Wakil Presiden | e
Panitia Pengawas Pemilu
S, S
Kecamatan
........................ y eee eeeeene. 2014

Yang Menyerahkan
Ketua PPK .................

(Nama Lengkap)




MODEL DA-6

PPWP
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN....ccctutttuientnrerentesticasestcssenssssssssassssasses
KABUPATEN....cccctttttittuiniececstctcesesesesecececssssssscscnsnes
PROVINSI ...covititiuiuiuiunerenenereieieiececececesssssesesesecececsnss
Y J N Telp. cevevreincncncennne
Kepada Yth.
Nomor : 1. Ketua PPS
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi Di Wilayah Kecamatan
Hasil Penghitungan Perolehan ...,
Suara di Tingkat Kecamatan 2. Saksi Pasangan Calon .....................
3. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
di
Panitia Pemilihan Kecamatan ..........c.c.cocoovveiiinini. Kebupaten/Kota *)
................................. Provinsi .........c......ceeeeeevee.... mengundang Saudara

untuk hadir pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat kecamatan yang
akan dilaksanakan pada:

Hari PP
Pukul L e
Tanggal e
Tempat/Alamat : ...

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat
menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;

b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta
surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Tim
Kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat kecamatan kepada petugas
PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KETUA

Tembusan :

Ketua KPU Kabupaten/Kota .........ccccooiiiiiiiiiiiiiiini



MODEL DB
PPWP

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

Pada hari ini ......c..coecveeienenne tanggal ........ccceeeiiinennen. bulan ........ccoeeveieienie. tahun Dua ribu
empat belas, KPU Kabupaten/Kota *) .....c..ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinnen. mengadakan kegiatan
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014

Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu menyelesaikan
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden.

1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan
data-data dalam formulir Model DA1 PPWP dari seluruh kecamatan dalam

Kabupaten/Kota *) ...ccoouviuiviiiiiiiiiiiiiiiiiieie e dan dituangkan dalam formulir Model
DB1 PPWP.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU
Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota *) .......ccccveiviiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiieeneenns , ada/tidak

ada*) kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung diberi
keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota setelah musyawarah dengan anggota KPU
Kabupaten/Kota.

3. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu **):

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ....... ((eneneneee e ) rangkap yang masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi dari
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri dengan :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap
Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014 (Model DB1 PPWP).

2. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DB2 PPWP).



3.

4.

MODEL DB
PPWP
Halaman 2

Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dari
Kecamatan Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DB3 PPWP)
Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DB5 PPWP)

Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU
Kabupaten/Kota di Tingkat Kabupaten/Kota. (Model DB-6 PPWP)

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :

1. ASLI Model DB PPWP dan seluruh lampirannya disampaikan kepada KPU Provinsi
sebanyak 1 (satu) rangkap;

2. SALINAN Model DB PPWP dan Model DB1 PPWP, disampaikan kepada saksi dari Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 1 (satu) rangkap;

3. SALINAN Model DB PPWP dan Model DB1 PPWP disampaikan kepada Panitia Pengawas
Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.
**) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.

KPU KABUPATEN/KOTA

................................................. ANGEota  .i.iiiiiiii e

................................................. Anggota  ..occiiiiii

................................................. Anggota  ..occiiiiii

................................................. ANggota  ..iciiiii

SAKSI DARI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Saksi dari Partai Politik Peserta

No Nama Tanda tangan

Pemilu

Saksi Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden

Saksi Pasangan Calon Presiden dan 2
..................... Wakil Presiden

Saksi Pasangan Calon Presiden dan 3
Wakil Presiden

Saksi Pasangan Calon Presiden dan 4
..................... Wakil Presiden
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MODEL DB-2
PPWP

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Kabupaten/Kota *) T e ettt et e e et et e et et e aea e e

Provinsi L ettt et eeeeeeeeteeeteaeteeeatereteneeteeeateiaeaeanaeaaans

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **) :

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA®)........coccvevvnnn..
KETUA

*)  Coret yang tidak Perlu

**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DB-2 PPWP ditandatangani oleh Ketua KPU
Kabupaten/Kota, sedangkan apabila terdapat keberatan saksi, Model DB-2 PPWP
ditandatangani bersama oleh Saksi Pasangan Calon dan Ketua KPU Kabupaten/Kota pada
saat dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota.



MODEL DB3
PPWP

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI KECAMATAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

Pada hari ini .....c.ccocveieiinnn. tanggal ........cooiiiinl. bulan ..........c.ol
tahun Dua ribu empat belas, KPU Kabupaten/Kota menerima alat kelengkapan
TPS dan dokumen Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari :
Kecamatan PPN
Kabupaten/Kota *) T e ettt aa e e es
Provinsi T e e e et e e ae e

yaitu berupa :

A. 1 Model DA PPWP

Model DA1 PPWP

2 | Model DA1 PPWP Plano
3 Model DA2 PPWP

4 Model DA3 PPWP
5

6

Model DAS PPWP
Model DA6 PPWP
B. | Alat kelengkapan TPS dan dokumen yang digunakan oleh KPPS

Alat kelengkapan TPS dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A dan
B berada didalam kotak suara yang tersegel.

Yang Menyerahkan Yang Menerima
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KPU KABUPATEN KOTA
(KECAMATAN ...cccovvvuiininnnnnnnns ) (KABUPATEN/KOTA *) ccccvuurinreninninnnennnns )

Cap
KPU
Kab/Kota

.............................................

(NAMA LENGKAP)

(NAMA LENGKAP)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu



MODEL DB4

PPWP
SURAT PENGANTAR
Perihal : Penyampaian  Berita Acara Kepada :
Rekapitulasi Hasil Penghitungan L
Perolehan Suara di tingkat Yth. Ketua KPU Provinsi
Kabupaten/Kota = ceescrcecnnniiaiiiiieini.
di -

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota di :
Kabupaten/Kota *) N

Provinsi L ettt eeee e eeieteeeeeieteteeeeetettetetetiaeateaaeaaaaranan

Dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat
Kabupaten/Kota, terdiri dari :

1 | Model DB PPWP

Model DB1 PPWP
Model DB2 PPWP
Model DB3 PPWP
Model DBS PPWP
Model DB6 PPWP

a|hiWN

Dokumen sebagaimana dimaksud pada Angka 1 sampai dengan angka 5 berada di
dalam sampul yang tersegel.

YANG MENYERAHKAN, YANG MENERIMA,
KPU KABUPATEN/KOTA KPU PROVINSI
(KABUPATEN/KOTA *) ...coooveveeeeeeeeeeeea ) e

(NAMA LENGKAP) (NAMA LENGKAP)

Catatan :
a. Satu rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota
b. Satu rangkap untuk KPU Provinsi.



MODEL DB-5
PPWP

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

KABUPATEN/KOTA?)
PROVINSI

Saksi dari Pasangan Calon
Nama Presiden dan Wakil Tanda tangan
Presiden/Panwaslu

Nama Calon Presiden dan
Wakil Presiden

Nama Calon Presiden dan
..................... Wakil Presiden

Nama Calon Presiden dan
..................... Wakil Presiden

Nama Calon Presiden dan
Wakil Presiden

..................... Panitia Pengawas Pemilu St

Yang Menyerahkan
Ketua KPU Kabupaten/Kota

(Nama Lengkap)




MODEL DB6

PPWP
KPU KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN/KOTA.....ccccetutuieriureenrerencececeasecesssessssssssaasas
PROVINSIL.....ciciiiiiititietuiaininnieicececeserasastsscscecassssssnens
N Telp. ceeeeevereenrnnnnne
Kepada Yth.
Nomor : 1. Ketua PPK
Perihal : Undangan Rapat Rekapitulasi Di Wilayah Kabupaten/Kota*)
Hasil Penghitungan Perolehan ....................
Suara di Tingkat 2. Saksi Pasangan Calon Presiden dan
Kabupaten / Kota Wakil Presiden ......ccoovevviiiiiininninnn.n.
3. Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten/Kota.........cceeueuneenne.
di
KPU Kabupaten/Kota*) ... Provinsi

.............................. mengundang Saudara untuk hadir pada rapat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2014 di tingkat kabupaten/kota yang akan dilaksanakan
pada:

Hari L s
Pukul L e,
Tanggal D e
Tempat/Alamat : ...

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat
menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;

b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta
surat mandat yang ditanda-tangani oleh Ketua dan sekretaris Tim
Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada petugas KPU Kabupaten/Kota.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)......ccooiiiiniiinnnnn.
KETUA

(Nama Lengkap)
*) Coret yang tidak perlu

Tembusan :

Ketua KPU ProvinsSi ....coeeviiiiiiiiiiiiiiieiiiiineieeieeinaans



MODEL DC
PPWP

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TAHUN 2014
Pada hariini ......ccocoeeveniennnee. tanggal .....ooeviiiiiininnnn. bulan ......cocoveveeviiinennt tahun Dua
ribu empat belas, KPU ProvinsSi .........cccccooviiiiiiiiiiiiiiiiniinnn. mengadakan kegiatan
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara bertempat di f........ccoeeviiiiiiiiiiiiininnn..

Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden disaksikan oleh saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden, dan diawasi oleh BAWASLU Provinsi menyelesaikan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dilakukan penjumlahan
data-data dalam formulir DB1 PPWP dari seluruh Kabupaten/Kota dalam dalam

Provinsi .....cccocceviiiiiiiiii dan dituangkan dalam formulir Model DC1
PPWP.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU
Provinsi di tingkat Provinsi .........c..ccocoiiiiiiiiiiiiiiiiniinnennn. , ada/tidak ada*) kejadian
khusus dan/atau keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh
Ketua KPU Provinsi ..........coocccevviniiinnnn. setelah musyawarah dengan anggota KPU
Provinsi .........coooviiinins

3. Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu **):

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ....... (e ) rangkap yang
masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta saksi
dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri dengan :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap
Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014 (Model DC1 PPWP).

2. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DC2 PPWP).



MODEL DC
PPWP
Halaman 2

3. Berita Acara Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari KPU
Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model DC3
PPWP).

4. Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian
Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2014 (Model DC5 PPWP).

5. Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi
(Model DC6 PPWP)

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :

1. ASLI Model DC PPWP dan seluruh lampirannya disampaikan kepada Komisi Pemilihan
Umum sebanyak 1 (satu) rangkap;

2. SALINAN Model DC PPWP dan Model DC1 PPWP disampaikan kepada saksi dari
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 1 (satu) rangkap;

3. SALINAN Model DC PPWP dan Model DC1 PPWP disampaikan kepada BAWASLU
Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap.

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu.
**) Coret apabila tidak ada keberatan kejadian khusus.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

................................................. ANggota .o

................................................. ANggota .o e

SAKSI DARI PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Saksi dari Pasangan Calon

N N
° ama Presiden dan Wakil Presiden

Tanda tangan

Nama Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden

Nama Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden

Nama Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden

Nama Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden
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MODEL DC2

PPWP
CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
Provinsi PP PPPON
Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **) :
.............................. s eeeeerrreeneeene.. 2014
SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ..o s
KETUA
*) Coret yang tidak perlu

**) Apabila hanya terjadi Kejadian Khusus, model DC2 PPWP ditandatangani oleh Ketua
KPU Provinsi, sedangkan bila ada keberatan saksi, Model DC2 PPWP ditandatangani
bersama oleh Saksi dan Ketua KPU Provinsi pada saat dilakukan rekapitulasi di Tingkat
Provinsi.



MODEL DC3
PPWP

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014

Pada hari ini .....c.ccoeeeieiiinins tanggal ..., bulan ..........c.ocl
tahun Dua ribu empat belas, KPU Provinsi menerima dokumen Hasil
Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari :

Kabupaten/Kota *) PPN
Provinsi PP PR

yaitu berupa :

—

Model DB PPWP

Model DB1 PPWP
Model DB2 PPWP
Model DB3 PPWP
Model DBS PPWP
Model DB6 PPWP

a|h Wi

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5
berada didalam sampul yang tersegel.

Yang Menyerahkan Yang Menerima

KPU KABUPATEN/KOTA KPU PROVINSI

...................................................................................

Cap
KPU
PROVINSI

------------------------------------------------------------------------------------------

(NAMA LENGKAP) (NAMA LENGKAP)

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu



MODEL DC4
PPWP

SURAT PENGANTAR

Perihal Penyampaian Berita  Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat

Provinsi

Kepada :

Yth. Ketua
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi di :

Provinsi

Jenis dokumen dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara oleh KPU Provinsi , terdiri dari :

1 | Model DC PPWP

Model DC1 PPWP

Model DB1 PPWP

Model DC2 PPWP

2
3 | Model DC3 PPWP
4 | Model DC5 PPWP

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1
sampul yang tersegel.

YANG MENYERAHKAN,
KPU PROVINSI

(NAMA LENGKAP)

Catatan :
a. Satu Rangkap untuk KPU.
b. Satu Rangkap untuk KPU PROVINSI.

sampai dengan 4 berada di dalam

YANG MENERIMA,
KPU

(NAMA LENGKAP)



MODEL DC5
PPWP

TANDA TERIMA
PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI
TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014

PROVINSI
Saksi dari Pasangan Calon
Presidn dan Wakil
No Nama Presiden/BAWASLU Tanda tangan
PROVINSI

Nama Pasangan Calon
..................... Presiden dan Wakil Presiden

Nama Pasangan Calon
..................... Presiden dan Wakil Presiden

Nama Pasangan Calon
..................... Presiden dan Wakil Presiden

Nama Pasangan Calon
..................... Presiden dan Wakil Presiden

..................... BAWASLU PROVINSI

Yang Menyerahkan
Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi ......ccoovviviiiiiiiiiiinnnn..

( Nama Lengkap)




MODEL DCé6

PPWP
Kepada Yth.
Nomor : 1. Ketua KPU Kabupaten/Kota
Perihal: Undangan Rapat Rekapitulasi Di wilayah Provinsi
Hasil Penghitungan Perolehan = ...
Suara di Tingkat Provinsi. 2. Saksi Pasangaan Calon Presiden dan
Wakil Presiden .......ccocoeuveieniiniinineennn..
3. BAWASLU Provinsi ........ccocvevveveneennennne.
di
Komisi Pemilihan Umum Provinsi ................c mengundang

Saudara untuk hadir pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di tingkat Provinsi
yang akan dilaksanakan pada:

Hari P
Pukul D e
Tanggal PPt
Tempat/Alamat : ...

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat
menjadi saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta
surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Tim
Kampanye tingkat Provinsi kepada petugas KPU Provinsi.

Tembusan :

Ketua KOMISI PEMILIHAN UMUM



MODEL DD
PPWP

BERITA ACARA

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

Pada hari ini ......cc.cooveiinni. tanggal ......coocviiiiiiiinnnn. bulan .......ccoeveiiieiini. tahun Dua
ribu empat belas, KPU mengadakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan
perolehan  suara pasangan calon Presiden dan  Wakil Presiden  bertempat

Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden disaksikan oleh saksi dari pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden, dan diawasi oleh BAWASLU menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

1. Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data
dalam formulir DC1 PPWP tiap-tiap Kabupaten dalam Provinsi
................................................. dan dituangkan dalam formulir sertifikat rekapitulasi
Model DD1 PPWP.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara, ada/tidak ada¥)
kejadian khusus dan atau keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan
oleh Ketua KPU setelah musyawarah dengan anggota KPU.

3. Kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu **):

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ....... (oo ) rangkap yang masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU serta saksi dari Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden yang hadir.

Berita Acara ini dilampiri dengan :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap
Provinsi di Tingkat Nasional Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Model
DD1 PPWP).

2. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2014 (Model DD2 PPWP).



MODEL DD
PPWP

Penyampaian Berita Acara dan sertifikat sebagai berikut :

1. SALINAN Model DD dan Model DD1 PPWP disampaikan kepada saksi dari Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 1 (satu) rangkap;

2. SALINAN Model DD dan Model DD1 PPWP disampaikan kepada BAWASLU sebanyak 1
(satu) rangkap.

Catatan :
*) Coret yang tidak perlu.
**) Coret apabila tidak ada keberatan/kejadian khusus.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SAKSI DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Saksi dari Pasangan Calon

Presiden dan Wakil Presiden Tanda tangan

Nama Pasangan Calon Presiden dan

Wakil Presiden

Nama Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden

Nama Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden

Nama Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden
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MODEL DD2
PPWP

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Provinsi L ettt teetededeeeeeeteteeeeseteteeeseteteeteseteteettetenteneataanearearaaaaann

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut **) :

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KETUA

*) Coret yang tidak perlu

**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model DD2 PPWP ditandatangani oleh Ketua
KPU, sedangkan apabila terdapat keberatan saksi Model DD2 PPWP ditandatangani
bersama oleh Saksi dan Ketua KPU pada saat dilakukan rekapitulasi.



MODEL DD3
PPWP

BERITA ACARA
PENERIMAAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI PROVINSI DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN
2014

Pada hari ini ................. tanggal ... bulan ....... tahun dua ribu
empat belas, KPU menerima dokumen Hasil Penghitungan Perolehan Suara

dari ProvinSi @ ..o
yaitu berupa :

1 | Model DC PPWP

Model DC1 PPWP
2 | Model DC2 PPWP
3 | Model DC3 PPWP
4 | Model DC5 PPWP

Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4
berada di dalam sampul tersegel.

Yang Menyerahkan Yang Menerima

KPU PROVINSI KOMISI PEMILIHAN UMUM

..........................................................................................

(NAMA LENGKAP) (NAMA LENGKAP)



TANDA TERIMA

MODEL DD4
PPWP

PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN
RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DALAM
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

Nama

Saksi dari Partai Politik
/Saksi dari Calon Anggota
DPD/BAWASLU

Tanda tangan

Nama Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden

Nama Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden

Nama Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden

Nama Pasangan Calon
Presiden dan Wakil Presiden

BAWASLU

Yang Menyerahkan
Ketua Komisi Pemilihan Umum




MODEL DD5
PPWP

Kepada Yth.
Nomor : 1. Ketua KPU Provinsi
Perihal : Undangan Rapat
Rekapitulasi Hasil 2. Saksi Pasangan Calon Presiden dan
Penghitungan Perolehan Waldl Presiden wuaasiinmmisms i
Suara. 3. Ketua BAWASLU
di

Komisi Pemilihan Umum mengundang Saudara/i untuk hadir pada
rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2014 yang akan dilaksanakan pada:

Hari
Pukul
Tanggal

Tempat/Alamat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat
menjadi saksi untuk 1 (satu) pasangan calon presiden dan wakil presiden;

b. Saksi yang hadir wajib membawa dan menyerahkan undangan rapat serta
surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim
Kampanye tingkat Pusat yang bersangkutan kepada petugas KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

*npa

Nur Syarifah



